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ABSTRAK

Nama : Pujiono
Program Studi  : Magister [lmu Hukum

Judu! : Kajian Hukum Liberalisasi Jasa Konstruksi Mode 4 (Movement of
_ Natural Persor) berdasarkan Komitmen Indonesia dalam
WTO/GATS dan MRA dalam ASEAN/AFAS

Tesis im1 mengkaji upaya liberalisasi jasa konstruksi Mode 4 dalam bentuk komitmen
Indonesia yang tertuang dalam SoC di WTO/GATS serta pembuatan MRA di
kawasan ASEAN/AFAS. Jasa konstruksi merupakan salah satu dari 12 sektor jasa di
GATS. Jasa konstruksi yang dikaji adalah jasa konstruksi Mode 4 yaitu dibatasi pada
architectural services dan engineering services. Penulisan tesis ini menggunakan
metode penelitian normatif. Secara normatif akan diteliti aturan-aturan hukum
berkenaan dengan jasa konstruksi, ketenagakerjaan dan aturan terkait lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian, komitmen Indonesia maupun MRA di ASEAN yang
diikuti Indonesia, dihadapkan pada peraturan di Indonesia menunjukkan adanya
kesesuaian. Hanya saja dalam pelaksanaannya sering tidak sesuai, yang disebabkan
oleh beberapa faktor misainya MNP tersebut dibawa oleh commercial presence
maupun oleh paket pinjaman luar negeri. Indonesia merupakan negara yang sedang
berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, sehingga mempunyai potensi
SDM yang besar. Pembangunan SDM diperlukan sehingga dapat kompetitif di pasar
kerja internasionat apalagi dengan adanya komitmen dan MRA yang dibuat.

Kata kunci:
Liberalisasi, jasa konstruksi, movement of natural person, GATS, AFAS.
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ABSTRACT

Name : Pujiono
Study Program : Master of Legal Studies
Title : Legal Studies of Construction Services Liberalization Mode 4

(Movement of Natural Person) based on Indonesia's commitment
in the WTO / GATS and MRA in the ASEAN / AFAS

This thesis studies Mode 4 liberalization of construction services in Indonesia's
commitment contained in the SoC on the WTO / GATS and MRA on the ASEAN
region / AFAS. Construction services 1s one of 12 service sectors in GATS.
Construction services studied is the construction of Mode 4 services are limited to
architectural services and engineering services. This research using normative
methods to discuss issues raised. Io this thesis will be examined normative legal rules
relating to construction services, employment and other relevant laws. Based on this
research, the commitment of Indonesia and the ASEAN MRA followed by
Indonesia, faced with the regulation in Indonesia shows compatibility. It's just that in
practice often does not match, caused by several factors, such as those brought by
commercial presence Mode 3 of GATS and foreign loan package. Indonesia is a
developing country with large population, so has the great potential of human
resources. Human resource development is needed so that work can be competiive
in international markets especially with the commitment made and MRA.

Keywords:
Liberalization, construction services, movement of natural person, GATS, AFAS.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterbukaan perekonomian yang dialami oleh hampir semua negara saat int,
telah mengintegrasikan semua perekonomtian dunia. Tidak hanya sekedar kebutuhan
tapi telah menjadi keharusan yang dijustifikasi oleh berbagai macam teon yang
sampal pada kesimpulan bahwa peningkatan keferbukaan perckonomian dapat
meningkatkan kompetist dan alokasi sumber daya yang lebih optimal sehingga dapat
meningkatkan efisiensi, produktivitas, outpu! yang pada akhirnya meningkatkan
kesejahteraan dunia.

Keterbukaan perckonomian dilakukan dengan perdagangan internasional.
Motivasi utama untuk melakukan perdagangan internasional adalah mendapatkan
gains from trade—meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya (cost).
Perdagangan intemasional memberikan akses terhadap barang yang lebih murah bagi
konsumen dan pemilik sumber daya (resources) memperoleh peningkatan
pendapatan karena menurunnya biaya produksi.’

Adanya perdagangan luar negeri akan memberikan dampak positif pada suatu
negara beru];m:2
1) sarana meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui proses pertukaran;

2} dengan adanya spesialisasi dan pembagian kerja, suatu negara dapat mengekspor
komediti yang diproduksi lebih murah untuk diperiukarkan dengan barang yang
dihasilkan negara lain, yang jika diproduksi sendiri biayanya mahal;

! Aplleyard et.all, 2006 dalam Flora Susan Nongsina, Makalah: Pengaruh Kebijakan Liberalisasi
Perdagangan Terhadap Laju Pertumbuhan Ekspor-Impor Indonesia, Pasca Sarjana FE Ul, Jakarta,
2007 Hal4.

2 Jhingan M. L., Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Rajawali Press, Jakarta, 1988,
Hal.37.

1
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3) akibat adanya perluasan pasar produk dan pergeseran kegiatan, suatu negara
mendapat keuntungan berupa naiknya tingkat pendapatan nasional, yang pada
gilirannya dapat meningkatkan output dan laju pertumbuhan ekonomi;

4) dapat mendorong kenaikan investasi dan tabungan melalui alokasi sumber-
sumber yang lebih efisien;

manfaat-manfaat tidak langsung lainnya seperti menghasilkan produksi barang

dengan kualitas yang lebih baik, terciptanya iklim persaingan yang sehat, sarana

pemasukan modal asing, meningkatkan teknologi dan sebagainya. Meskipun
mempunyai kemungkinan berdampak positif, perdagangan sebenarnya berhubungan
dengan ketidakseimbangan antar magara-ne:gara.3 Ketidakseimbangan tersebut
terutama berhubungan dengan kemajuan yang sudah dicapai sehingga posisi negara
dibedakan menjadi nepgara maju, negara berkembang dan negara terbelakang.

Ketidakseimbangan kemajuan ini mempengaruhi kekuatan dalam negosiasi

perdagangan.

Dapat dikatakan keterbukaan perekonomian dan munculnya WTO dengan
sistem perdagangan internasionalnya karena andil adanya globalisasi yang tidak bisa
dihindari oleh negara-negara di dunia datam pergaulan antar bangsanya.! Globalisasi
dan liberalisasi ekonomi berhubungan erat dengan pembukaan pasar negam
berkembang. Globalisasi babkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di negara-
negara berkembang dan negara miskin, melalui kegiatan perdagangan intemasional
dan arus masuknya investasi terutama yang menyangkut dengan investasi padat
karya yang membutubkan buruh banyak serta adanya lalu lintas temaga kerja
internasional.” Liberalisasi ditandai salah satunya dengan penurunan atau bahkan
penghapusan hambatan perdagangan berupa tarif maupun bukan tarif. Hambatan
perdagangan penting untuk dihapuskan karena tanpa hambatan dapat mendorong

3 Franck J.Garcia, Trade, Inequality, and Justice: Toward a liberal theory of just trade, New
York, Transnational Publishers. Inc, 2003, Hal.l.

* Globalization as a term refers to the growing interaction of countries in world trade, foreign
direct investment and capital market, sebagaimana disebutkan dalam Laporan United Nations
Conference on Trade and Development, Globalization and Liberalization: Effect of Intnerational
Economic Relations on Poverty, New York and Geneva, 1996.

3 Ibid, United Nations, 1596.
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arus pergerakan barang dan jasa (flow of goods and services).® Berdasarkan salah
satu putaran perundingan di WTO yaitu Putaran Uruguay, negara maju memotong
besaran tarif sampai sepertiga sedangkan negara berkembang memotong tarif sampai
paling besar hanya 40%. Sebelum Putaran Uruguay, rata-rata tanf produk
manufaktur di negara maju adalah 6,2% dan negara berkembang adalah 20,5%.
Sesudah Putaran Uruguay, rata-rata tarif di negara maju 3,7% dan di negara
berkembang 14,4%. Hambatan bukan tarif seperti kuota, perijinan dan spesifikasi
teknis juga secara bertahap dihapuskan tetapi tidak secepat penurunan tarif.”

Maksud dari kebijakan liberalisasi adalah kebijakan perdagangan yang diambil
suatu negara yang mencerminkan pergerakan ke arab yang lebih netral, liberat atan
terbuka.® Secara khusus, perubahan ke arah yang semakin netral tersebut meliputi
penyamaan insentif (rata-rata) diantara seldor-sektor perdagangan. Suatu rezim
kebijakan dianggap menjalankan kebijakan liberalisasi bila tingkat intervensi secara
keseluruhan semakin berkurang. Selain itu, kebijakan yang liberal juga dapat
ditandai melalui semakin pentingnya peranan perdagangan dalam perekonomian.
Kebijakan liberalisasi dapat tercapai melalui beberapa cara seperti pengurangan
hambatan-hambatan dalam perdagangan atau pemberlakuan subsidi ekspor dalam
barang.’

Globalisasi dan liberalisasi dalam perdagangan sebagai salah satu cara dalam
keterbukaan perekonomian ini, banyak dipengaruhi oleh adanya integrasi
perdagangan, dalam sebuah forum World Trade Organization (WT 0)'0, yang sampai
dengan tzhun 2010, anggotanya berjumiah 153 negara yang mayoritas merupakan
negara berkembang, sedang 32 negara merupakan least-developed countries."' Pada

® Flora Susan Nongsina, Makalah: Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Terhadap

Laju x;’en‘wnbuhan Ekspor-Impor Indonesia, Pasca Sarjana FE Ul, Jakania, 2007, Hal 1.
Ibid.

® Amelia U. Santos-Paulino, Trade Sustainability and Aid under Liberalization in Fragile Least
Developed Countries, Research Paper No. 2007/26, United Nations University-World Institute for
Dcvclgopmcut Economics Research (UNU-WIDER), 2007.

Jbid.

1% pembentukan WTQ bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan, menjamin
terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan dan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya dunia, sebagaimana dalam Konsideran Peresetujuan Pembentukan WTO.,

! hitp//wwrw. wto.orp/english/tratop_e/devel_e/d1who_c.htm dan
http:/fwww.wic.org/english/thewto e/whatis e/tif eforg7 e.htm, Kasifikasi developing countries dan
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awal perkembangannya, WTQ lebih menitikberatkan pada perdagangan barang.
Dalam pperkembangannya, cakupan pengaturan perdagangan dalam WTO termasuk
juga perdagangan jasa, investasi dan hak atas kekayaan intelektual serta perjanjian
plurilateral yang negara anggotanya harus meratifikasi dahulu untuk terikat dalam
ketentuannya,'? Perdagangan jasa diatur dalam General Agreement on Trade in
Services (GATS).

Indonesia meratifikasi persetujuan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization. Indonesia sebagai negara berkembang, vang dalam masa
pembangunan, belum mempunyai industni dan perdagangan internasional yang kuat,
maka dalam forum-forum negosiasi dalam WTO harus mengajukan komitmen secara
bertahap dalam pembukaan pasamya, terutama bidang jasa, sebagaimana tercantum
dalam Schedule of Commitment.

Komitmen Indonesia antara lain adalah dalam jasa konstruksi yang mempunyai
peran penting dalam pembangunan infrastruktur dalam negeri. Salah satu faktor
penggerak perekonomian domestik adalah melalui pembangunan infrastruktur, yang
dalam pembangunannya tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan konstruksi.
Infrastruktur dan bangunan gedung tidak hanya dilihat dari output semata, tetapi juga
input dan proses serta oufcome. Oleh karena itu, bangsa-bangsa di dunia ini tidak
hanya menggunakan kaca mata sempit untuk melihat konstruksi dan memastikan
bahwa penyelenggaraan konstruksi bukan hanya tukang tetapi juga sektor yang
menggerakkan mata rantai kegiatan ekonomi."® Dengan kata lain, industri konstruksi
sangat penting dalam kontribusinya pada proses pembangunan, dimana hasil produk

least-developed couniries ini dapat dikatakan mernpakan npaya Negara maju untuk menarjk negara-
pegara dalam kedua klasifikasi tersebut untuk ikut dalam liberalisasi perdagangan. Isu ini merupakan
permasalaban yang sering menjadi perdebaten di WTO, karena adanya kepentingan berbeda antara
Negara maju dengan negara berkembang dan least-developed countires. Pada satu sisi negara maje
ingin adanya pasar terbuka dan liberalisasi perdagangan secara menyeluruh, sementara negara kedua
klasifikasi tersebut belum siap dalam menghadapi persaingan bebag yang secara factual dikuasai oleh
negara maju.

12 Perjanjian dalam WTO terdiri dari multilateral agreement dan plurilateral agreement.

¥ { embaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJK), Konstruksi Indonesia 2030 wntuk
Kenyamanan Linglungan Terbangun; The Finest Built Environment dengan Menciptakan Milai
Tambah Secara Berkelanjutan Berdasarkan Profesionalisme, Sinergi, dan Daya Saing, Jakarta, 2007.
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industri konstruksi seperti sarana dan prasarana merupakan kebutuhan mutlak pada
proses pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat."

Sektor konstruksi berkontribusi 60% dari pembentukan aset tetap. Pada sektor
tenaga kerja, sektor konstruksi berkontribusi sekitar 10% dari total tenaga kerja
nasional di Indonesia. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada sektor konstruksi
dari awal tahun 1970an hingga 1997 di atas pertumbuhan tenaga keja nasional.
Setelah periode krisis ekonomi, penyerapan tenaga kerja pada sektor konstruksi telah
menunjukkan peningkatan, sejalan dengan mulai meningkatnya kembali kontribusi
sektor konstruksi terhadap PDB. Dari 105,8 juta penduduk yang bekerja pada tahun
2005, maka sejumlah 44,02% bekerja di sektor pertanian, 12,2 di sektor manufaktur
dan 4,6% di sektor konstruksi. 1

Selain WTO, terdapat juga integrasi ekonomi yang mencakup kawasan atau
regional tertentu. Babkan integrasi ekonomi ini dapat berupa integrasi dva negara
dalam suatu kerangka perjanjian bilateral. Tujuan dari integrasi ekonomi baik
bilateral maupun kawasan/regional adalah mengurangi hambatan dan mendapatkan
keuntungan lebih dari perdagangan yang dilakukan antar negara-negara tersebut.

Konsep integrasi ekonomi didasarkan pada kebijakan komersial atau kebijakan
perdagangan yang dilakukan suatu negara yang secara disknminatif menurunkan/
menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan hanya diantara negara-negara yang
bersepakat untuk membentuk suatu integrasi ekonomt terbatas. Hal ini berarti semua
hambatan baik tarif maupun bukan tarif diturunkan atau dihapuskan sama sekali.
Menurut World Trade Organization (WTO) pada akhir November 2005 terdapat 186
perjanjian perdagangan regional dan diperkirakan pada akhir tahun 2006 akan ada
sekitar 300 perjanjian perdagangan regional yang ditandatangani.'®

Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Area, selanjutnya disebut FTA)
adalah bentuk integrasi ekonomi dimana semua hambatan tarif maupun bukan tarif

"* Henriod, The Construction Inudstry Issues and Strategies in Developing Countries, World
Bank Publications, Geneva, 1984.

3 LPIK, Op.Cit. Hal. 18.

16 Choi, E. Kwan, James Harrigan (2007). Handbook of International Trade Volume II. Oxford :
Blackwell Publishirg dalam Iman Rochdilianto, Tesis: Analisis Dampak Perjanjian Free Trade Area
(FTA) ASEAN —Australiza — New Zealand Terhadap Kinerja Ekspor-Impor Industri Agro Dan Kimia
Indonesia- Australia, Fakultes Ekonomi Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Kekhususan Ekonomi
Industri Depok, 2009.
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diantara negara-negara anggota telah dihilangkan sepenuhnya. Namun, masing-

masing anggota tersebut masih berhak untuk menentukan sendiri apakah mereka

hendak mempertahankan atau menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan
yang diterapkan terhadap negara bukan anggota.

Walaupun telah banyak diadakan FTA di seluruh dunia, namun ada hal yang
menjadi isu utama pada negara-negara yang berada di dalam FTA tersebut, yaitu
pada ukuran negara yang sangat kecil, sehingga free frade merupakan kebijakan
yang optimum, adalah sangat tidak baik mengurangi tarif hingga nol untuk barang
produksi negara lain.'’ Hal tersebut dapat menimbulkan konflik yang mengubah
kesejahteraan di dalam ekonomi yang timbul dari pembentukan FTA, yaitu akan
memunculkan trade creation dan trade diversion.'®

Kaitan antara perdagangan jasa konstruksi dengan WTO dan ASEAN yaitu
adanya dua-duanya menyangkut upaya liberalisasi jasa konstruksi. Dalam bidang
jasa, ada 4 mode perdagangan, yaitu:'?

1) Mode 1: cross border supply, didefinisikan sebagai penawaran jasa dari suatu
wilayah salah satu anggota, menuju wilayah negara anggota yang lain.

2} Mode 2: consumption abroad, penawaran jasa di suatu wilayah negara angggota
kepada pelanggan dari negam anggota yang lain seperti halnya yang terjadi
dalam kasus jasa pariwisata.

3) Mode 3: commercial presence, penawaran jasa darn suatu negara anggota melalui
jalur distribusi secara langsung atau keberadaan penyedia jasa secara fisik di
negara anggota tujuan. Model ini dapat berbentuk misalnya pembukaan kantor

cabang, anak perusahaaan, atau investasi asing lainnya.

Y Ibid.

'®12id. Hal ini disampaikan juga oleh Jacob Viner (1950) dalam Agus Brotosusilo, Presentasi
Perkuliahan, Pro dan Kontra terhadap Free Trade dan Protectionisme, 2005. Trade creation tejadi
ketika perjanjian perdagangan menyebabkan peninpkatan perdagangan antar negara anggota karena
hilangnya penghalang (barrier) perdagangan antar negara. Trade diversion terjadi ketika impor dari
negara bukan anggota yang mampu memproduksi lebih murah suatu barang digantikan oleh impor
dari negara anggota yang memproduksi barang dengan harga lebih mahal karena negara anggota
tersebut memiliki preferential access ke pasar dan tidak perlu membayar tarif, Ketika harpa dunia
tidak berubah, trade creation menguntungkan ncgara angpota, namun frade diversion akan

membahayakan.
13 pagal 1.2 GATS
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4) Mode 4: movement of natural person, perpindahan sementara penyedia jasa ke
negara pelanggan, misalnya dalam pembangunan fasilitas fisik dalam industri
konstruksi.

Dari keempat moda tersebut di atas, yang sangat sensitif dalam negosiasi pernbukaan

pasar jasa konstruksi adalah Mode 3 dan Mode 4.

Disamping 4 Mode perdagangan jasa tersebut di atas, GATS juga membahas
proses suatu negara menuju liberalisasi. Negara anggota dapat membenkan
komitmennya hanya kepada sektor tertentu saja yang dikenal dengan istilah
komitmen sektoral (sectoral commitment) atau bisa juga memberikan komitmen
secara penuh pada berbagai sekior bahkan seluruh sektor jasa yang disebut dengan
komitmen horzontal (horizontal commitment). Komitmen dalam liberalisasi ini
bersifat tidak mengikat, suka rela dan fleksibel. Negara anggota tidak akan dikenai
sanksi jika tetap tidak membuka akses pasarnya bagi pelaku jasa asing. Dilihat dari
tingkat akses pasar yag dapat dijangkau oleh penyedia jasa asing, proses menuju
liberalisasi diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tahap.”'

Tahap pertama, setiap negara berhak secara bebas menentukan sektor jasa yang
akan diliberalisasikan sehingga penyedia jasa asing mempunyai akses pasar dan
sektor jasa apa yang tetap dilindungi melalui kebijakan pemenntah. Akses pasar
biasanya diberikan kepada pihak asing jika penyedia jasa lokal telah memiliki
kesiapan daya saing, sedangkan jasa yang diproteksi melalui kebijakan pemerintah
adalah sektor yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Kebijakan in1 tentu saja
mengurangi keefektifan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Tahap kedua, setiap negara berhak menentukan jadwal mengenai kapan pihak
asing akan memperoleh akses pasar secara penuh atau kapan perlindungan
pemerintah bagi produsen domestik akan dicabut. Namun demikian, pembatasan
akses pasar yang dilakukan pemerintah tidak boleh melebihi ketetapan dalam
kesepakatan. Beberapa pembatasan akses pasar yang dilarang diterapkan oleh

® GATS merupakan singkatan General Agreement on Trade in Services, Services Sectoral
Classification List, MTN.GNS/W/120, 10 July 1991. GATS meliputi 12 (dua belas) sektor dan 160
(seratus enam puluh) subsektor Keduabelas sektor tersebut meliputi jasa bisnis, komunikasi,
konstruksi, distribusi, pendidikan, lingkungan, keuangan, keschatan, pariwisata, rekreasi kebudaysan
dan olahrapa, transportasi, dan jasa-jasa lainnya.

1 PIK, Op.Cit. Hal. 22-24.
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pemerintah diantaranya: pembatasan jumlah tenaga kerja yang digunakan, nilai
transaksi dan aset, jumlah output jasa yang diproduksi, dan tingkat partisipasi modal
asing.

Tahap ketiga, komitmen sektoral dan komitmen horizontal ini berlaku untuk
empat Mode tersebut di atas, sehingga secara keseluruhan terdapat 8 jenis komitmen.
Tahap keempat, negara anggota dapat membuka akses pasar secara penuh kepada
penyedia jasa asing tanpa disertai regulasi dengan pemerintah (full commitment).
Pada posisi ekstrim yang lain pemenntah juga bisa tidak membuka akses pasar sama
sekali untuk sektor tertentu (no commitment), sedangkan di antara kedua posisi
ekstrim tersebut negara anggota dapat membuka akses pasar tetapi masih disertai
dengan beberapa kebijakan pemerintah (partial commitment).

Berdasarkan Mode 3, dapat diartikan bahwa badan usaha jasa konstruksi asing
dapat melakukan investasi dalam bidang jasa konstruksi. Indonesia dengan sedikit
pengaturan dalam peraturan perundang-undangannya memberikan kesempatan bagi
badan usaha jasa konstruksi asing ini. Kementerian terkait dengan proyek
infrastuktur yang membutuhkan jasa konstruksi juga menerbitkan pengaturan.
Adanya pengaturan badan usaha jasa konstruksi asing ini merupakan salah satu
komitmen Indonesia untuk membuka akses perdagangan jasa konstruksi di
[ndonesia.

Pada Mode 4, adanya perpindahan sumber daya manusia berdasarkan
Klasifikasi sektor yang sudah ditentukan oleh WTO™ yang salah satunya adalah
bidang professional dan konstruksi. Dalam bidang professional yang berhubungan
dengan konstruksi setidaknya ada tiga sektor dan subsektor yaitu: archifectural
services, engineering services, dan urban planning and landscape architectural
services. Sementara itu, dalam sektor konstruksi ada general construction work for
buildings, general construction work for civil engineering, installation and

assembly work, building completion and finishing work, dan lainnya.

2 Services Sectoral Classification List, MTN.GNS/W/120, Op.Cit.
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Perdagangan jasa di kawasan ASEAN sama halnya di WTO, pengaturan
iaerdagangau jasa berkembang setelah perdagangan barang begitu majunya.” Pada
tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, ditandatangani ASEAN
Framework Agreement on Services (AFAS) yang merupakan kerangka utama
kerjasama ASEAN di bidang jas:;t-jas;sl.24 Selanjutnya untuk menindaklanjuti
kesepakatan tersebut, telah dibentuk Coordinating Committee on Services (CCS)
yang memiliki tugas menyusun modalitas untuk mengelola negosiasi liberalisasi jasa
dalam kerangka AFAS yang mencakup 8 (delapan) sektor, yaitu: jasa angkutan udara
dan laut, jasa bisnis, jasa konstruksi, jasa telekomunikasi, jasa pariwisata, jasa
keuangan, jasa kesehatan, dan jasa logistik >’

Dengan keikutsertaan Indonesia dalam forum WTO/GATS dan ASEAN/AFAS
maka Indonesia harus siap secara normatif sosiologis. Hukum yang selama ini
berlaku di Indonesia apakah sudah mencakup permasalahan-permasalahan yang
timbul dalam 4 Mode jasa konstruksi yang melibatkan antar negara atau belum.
Tidak hanya itu, tetapi permasalahan dapat timbul mengenai kesiapan Indonesia
sendiri terutama para stakeholders dalam jasa konstruksi antara lain, tenaga kerja
konstruksi, badan usaha jasa konstruksi, pemerintah sebagai pembina jasa konstruksi
dalam menghadapi liberalisasi jasa konstruksi.

Sebenarnya liberalisasi jasa konstruksi dalam lingkup WTO/GATS dan
ASEAN/AFAS merupakan peluang sekaligus tantangan dalam era persaingan bebas
perdagangan. Adanya liberalisasi jasa konstruksi berartinya semakin terbukanya
pasar jasa konstruksi domestik bagi pelaku jasa konstruksi asing, begitu juga
sebaliknya. Para pelaku konstruksi asing ini dapat mempengaruhi kondisi persaingan
di sektor konstruksi domestik. Pelaku asing dalam jasa konstruksi dikhawatirkan
akan menggusur eksistensi pelaku jasa konstruksi domestik. Pelaku jasa konstruksi

B Lihat Services and ASEAN Development dalam ASEAN Secretariat, Realizing the ASEAN
Economic Community: A Comprehensive Assessment, Singapore: ISEAS, 2009, hal 44.

# Tujuan AFAS adalah untuk meningkatkan kerja sama di bidang jasa antar negara anggota
untuk meningkatkan efisiensi dan tingkat daya saing, mendiversifikasi kapasitas produksi, suplai dan
distribusi jasa dari penyedia jasa di dalam dan di luar kawasan. Pasal V.1 GATS memperbolehkan
dibentukmya suatu kerjasama regional dengan persyaratan tertentu.

2 Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, ASEAN Selayang Pandang, November 2008, hal. 42,

htip://www deplu po.id/Documents/ASEAN Selayang Pandanp.doc. Diakses tanggal 13 Febeuar
2010.
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asing (kebanyakan berasal dari negara maju) lebth memiliki modal dan jaringan kerja
yang lebih luas. Di sisi lain, profesionalisme dari budaya kerja negara maju bersaing
dengan kinerja pelaku usaha jasa konstruksi domestik masih kurang baik.
Profesionalisme ini terkadang berhubungan dengan standar keahlian yang diterapkan
negara maju pada tenaga kerja konstruksi. Untuk itu, guna perlindungan tenaga kerja
konstruksi, Indonesia harus berjuang dalam komitmen dan negosiasi-negosiasi dalam
liberalisasi jasa konstruksi Mode 4 terutama yang berhubungan dengan standar
keahlian.

Komitmen Indonesia dalam jasa konstruksi Mode 4 berhubungan dengan CPC
jasa dalam professional services, yang dalam tesis ini dibatasi dalam Engineering
Services dan Architectural Services. Selain permasalahan komitmen Indonesia dalam
liberalisasi jasa konstruksi Mode 4, adanya pengakuan (recognition) atas keahlian
jasa tenaga kerja konstruksi juga akan dibahas dalam tesis ini. Mutual Recognition
Agreement (MRA) merupakan salah satu upaya untuk menyamakan standar
kualifikasi dan klasifikasi, sehingga negara-negara dapat meliberalisasi sektomya.
Hal tersebut mengakibatkan pengakuan dan penerimaan yang adil dan berimbang
atas kualifikasi dan klasifikasi tenaga kerja di antara negara-negam tersebut. Alasan
penulis juga mengangkat MRA di kawasan ASEAN/AFAS karena terdapat
kenyataan bahwa perdagangan multilateral kurang berhasil mengakomodir
kepentingan-kepentingan semua negara baik negara maju, negara berkembang
rmaupun negara terbelakang. MRA yang dibuat secara bilateral maupun regional
merupakan salah satu upaya menjembatani liberalisasi perdagangan, dalam hal ini
jasa konstruksi Mode 4. Permasalahan komitmen Indonesia dalam liberalisasi jasa
konstruksi Mode 4 dalam kerangka WTO/GATS dan MRA Mode 4 jasa konstruksi
dalam ASEAN/AFAS akan penulis bahas schingga mendapatkan gambaran
liberalisasi jasa konstruksi Mode 4 di Indonesia.

1.2, Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka untuk lebih memfokuskan penelitian
ini, disusun perumusan masalah sebagai berikut:

Kajian hukum liberalisasi ..., Pujiono, FH WipiQéPsitas Indonesia



11

1. Bagaimana komitmen Indonesia dalam liberalisasi jasa konstruksi Mode 4
dalam WTO/GATS?

2. Bagaimana peran MRA jasa kontruksi Mode 4 dalam ASEAN/AFAS
terhadap liberalisasi jasa konstruksi Mode 4?

3. Bagaimana langkah-langkah Indonesia dalam liberalisasi jasa konstruksi
Mode 47

1.3. Maksud dan Tujuan

Penulisan tesis in1 dmaksudkan untuk memenuhr syarat wajib perkulizhan guna
mendapatkan gelar Master Hukum di bidang Perdagangan Intemasional. Adapun
tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai komitmen
Indonesia dalam liberalisasi jasa konstruksi Mode 4 dalam WTO/GATS, peran MRA
jasa kontruksi Mode 4 dalam ASEAN/AFAS terhadap liberalisasi jasa konstruksi
Mode 4, dan langkah-langkah Indonesia dalam liberalisasi jasa konstruksi Mode 4
sehingga dapat memberikan rekomendasi guna perlindungan industri jasa konstruksi

pada umumnya dan jasa tenaga keja konstruksi pada khususnya.

1.4. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan tesis int adalah:

1) Manfaat Teoritis
Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum,
terutama yang berkaitan dengan perdagangan jasa internasional, lebih khusus lagi
jasa tenaga konstruksi.

2) Manfaat Praktis
Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar
mempunyai pandangan dan pemahaman mengenai aspek hukum perdagangan
jasa konstruksi internasional dan pekerja konstruksi dalam pandangan
internasional yang berkaitan dengan pelaksanaan berbagai fora perjanjian
internasional yang ditandatangani Indonesia terutama berkaitan dengan
komitmen liberalisasi jasa konstruksi Mode 4.
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1.5. Landasan Teori

Landasan Teori yang dipergunakan dalam analisa terhadap tesis ini, adalah
teori pembangunan yang dikemukakan Michael P. Tadaro yang banyak menyorot
pembangunan dumia ketiga dan teori perdagangan yaitu teori “the Competitive
Advantage” dari Michael Porter.

Michael P. Tadaro mengemukakan bahwa pembangunan harus dipandang
sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar
atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di
samping mengejar akselarasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan
pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Tiga nilai inti dan pembangunan yaitu :

1. Kecukupan yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan dasar
(basic needs) yang meliputi pangan, sandang, papan, keschatan dan keamanan.

2. Jati din, menjadi manusia seutuhnya, yaitu diartikan sebagai adanya dorongan-
dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendir, umtuk
merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu.

3. Kebebasan darn sikap menghamba, kemerdekaan atan kebebasan di sini
hendaknya diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk berdini tegak
sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek- aspek materiil dalam
kehidupan.

Dengan demikian tingkat kemiskinan tidak dapat diukur dari tingkat
pendapatan atau bahkan dar utilitas seperti pemahaman konvensional; yang paling
penting bukanlah apa yang dimiliki seseorang ataupun kepuasan yang ditimbulkan
dari barang-barang tersebut, melainkan apakah yang dapat dilakukan oleh seseorang
dengan barang-barang tersebut, yang berpengaruh terhadap kesejahteraan bukan
hanya karakteristik komoditi yang dikonsumsi, seperti dalam pendekatan wutilitas,
tetapi manfaat apa yang dapat diambil oleh konsumen dari komoditi-komoditi
tersebut. Selapjutnya Todaro mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan
ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok, yaitu :

1. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya
(basic needs),
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2. Meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia, dan
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom fromservitude).?®

Teori pembangunan tersebut di atas dimasukkan oleh penulis sebagai salah satu
landasan teori karena bidang jasa konstruksi merupakan bidang yang sangat terkait
dengan pembangunan. Teori pembangunan ini bekerja ketika pembangunan
manusian dimasukkan dalam pembangunan sebagai peranan dan ftujvan.
Pembangunan manusia sebagai peranan adalah manusia itu sendiri yang berperan
dalam suatu proses kemajuan dalam pembangunan, sehingga didapat kualitas sumber
daya manusia yang mumpuni dan mampu memenuhi kebutuhan baik kebutuhan
dasar maupun sekunder dan tersier. Sementara itu, tujuan pembangunan dalam teori
pembangunan, adalah dimaksudkan bahwa pembangunan pada umumnya ditujukan
untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara umum, misalnya ditandai dengan
daya beli, pemenuhan kebutuhan manusia, tingkat pendidikan dan kesempatan serta
penghargaan hak asasi manusia.

Selain teori pembangunan seperti tersebut di atas, dalam bidang jasa konstruksi
juga ada aspek perdagangannya. Jasa konstruksi Mode 4 merupakan perpindahan
orang (jasa tenaga kerja) dalam rangka perdagangan internasional, maka penulis juga
menggunakan landasan teori perdagangan internasional.

Sejalan dengan teorl pembangunan yang digunakan dalam penulisan tesis ini,
penulis akan menggunakan teori “the Competitive Advantage” untuk lebih
mengedepankan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi yang
penting dalam kegiatan perekonomian. Pembangunan yang didukung oleh sumber
daya manusia yang handal akan menciptakan pertumbuban ekonomi dan
meningkatkan kualitas hidup.

Teori the Competitive Advantage dikemukakan oleh Michael Porter, yang
berpendapat bahwa keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuannya unfuk
mewujudkan lingkungan yang memungkinkan perusahaan-perusahaan dan industri-
industri untuk mendapatkan dan memelihara “the competitive advantage” perbedaan-
perbedaan pada struktur, sistem nilai, kebudayaan, kelembagaan dan pengalaman

**Michael P. Tadaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Terjemahan oleh Aminuddin dan
Mursid), Buku I, Jakarta: Ghalia Indonesia.
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sejarah dari perekonomian nasional sangat menentukan keberhasilan dalam
persaingan. Tidak ada strategi tunggal untuk mewujudkan keunggulan kompetitif
pada industri fertentu. Struktur industri dan posisi kompetitif dart perusahaan-
perusahaan dalam svatu industri menentukan strategi apa yang akan menghasilkan
keunggulan kompetitif. Dengan kata lamn, dalam teon the Competitive Advantage,
negara harus berperan aktif dengan membuat kebijakan sehingga kualitas sumder
daya manusianya bisa bersaing dengan sumber daya manusia dan negara lain.
Penggunaan kedua teon tersebut dalam penulisan tesis ini saling terkait satu sama
lain, sehingga di dapat penjelasan dan pembahasan yang memberikan manfaat dalam

penulisan tesis ini.

1.6. Kerangka Konsepsional

Untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang
dipergunakan dalam penelitian i, berikut diberikan definisi operasional dart sitilah-
istilah tersebut.

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa
konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi (Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Jasa Konstruksi).

Movement of Natural Persons (MNP) yaitu perdagangan jasa oleh pemasok
jasa dari salah satu negara anggota, melalui keberadaan natural persons,2di
wilayah negara anggota lainnya (Mode 4).2

GATS define Moda 4 as the supply of a service by “a service supplier of one
Member, through presence of natural persons of a Member in the territory

of any other Member”. The Annex on the Movement of Natural Persons

7 Natural person of another Member means a natural person who resides in the territory of that
other Member or any other Member, and who under the law of that other Member. Lihat Pasal
XOVIIK) GATS.

2 pasal I ayat 2 huruf (d) GATS.
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supplying Services under the Agreement specifies that the agreement does
not apply "to measures affecting natural persons seeking access to the
employment market" nor does it apply "to measures regarding citizenship,

residence or employment on a permanent basis."

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan
perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup
pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan
masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan
atau bentuk fisik lain (Pasal ] angka 2 Undang-Undang Jasa Konstruksi).

General Agreement on Trade in Services (GATS) atau persetujuan umum
tentang perdagangan jasa adalah kesepakatan hasil Putaran Uruguay yang
mengatur tentang berbagai tindakan di bidang jasa dan merupakan Annex
1B Marrakesh Agreement Establishhing The World Trade Organization.

Standar Internmasional adalah standar kompetenst kerja yang disusun,
dikembangkan, dan digunakan oleh dua negara atau lebih yang ditetapkan oleh
suatu forum organisasi yang bersifat multinasional berskala regional dan/atau

internasional %

Schedule of commitment adalah reference to a country’s schedule and (where
relevant} its MFN Exemption List, that it can be seen to which services sector and
under what conditions the basic principles of the GATS — market access, national

treatment and MFN treatment apply within that country’s jurisdiction.”®

? pasal ) angka 8 Permenakerirans Nomor 22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan
Pemagangan Dalam Negeri (Berita Negara RI Tabun 2009 Nomor 339). Lihat pula Pasa! 1 angka 6
Permenakerivans Nomor PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon
Tena%g Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 340).

www.wtoorg? /puide]l e bt dingduh pada tanggal 14 Juni 2010 pada pukul 19.00 WIB.
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Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat
SKKNI adalah adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan
dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.?!

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah Badan yang dibentuk
berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, merupakan badan
yang independen untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja,
baik yang berasal dar lulusan pelatihan kerja dan/tenaga kerja yang telah
berpengalaman, mempunyai otoritas dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan
sertifikasi kompetensi kerja secara nasional. Dengan demikian, maka akan dapat
dibangun suvatu sistern sertifikasi kompetensi keja nasional yang diakui oleh

semua pihak.32

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga yang berfungsi sebagai
kepanjangan tangan dari BNSP dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kega.

1.7. Metode Penelitian
Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif. Secara normatif
akan diteliti aturan-aturan hukum berkenaan dengan jasa konstruksi, ketenagakerjaan
dan aturan terkait lainnya. Bahan-bahan hukum yang akan dipergunakan dibagi
dalam:
1. Bahan Hukum Primer, terdin dari:
- Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tanggal 2
November 1994 tentang Undang-Undang Tentang Pengesahan Agreement
Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan

3 pasal 1 angka S Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja
Nasional (selapjuinyz disingkat PP Sislatkernas)
3271 ihat Penjelasan Umum PP BNSP.
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Organisasi Perdagangan Dunia} (Lembaran Negara Nomor 57; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3564);

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
(Lembaran Negara Nomor Nomor 156 Tahun 1999, TN No. 3882)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran
Negara Nomor 39 Tahun 2003, TLN No. 4279)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kena Indonesia di Luar Negeri, {(Lembaran Negara
Nomor 133 Tahun Tahun 2004, TLN No.4445)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor ‘33);

Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tzhun 2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Pembinaan Jasa Konstruksi;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional
Sertifikasi Profesi.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat
Jasa Konstruksi.

. Bahan hukum sekunder, yang berupa karya ilmiah dalam bentuk buku-buku,
majalah, jurnal, koran dan lain sebagainya, terdiri dari:

Buku-buku tentang perdagangan internasional;
Buku-buku tentang WTO;
Buku-buku tentang jasa konstruksi
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- Buku-buku tentang ketenagakerjaan;

- Buku-buku tentang standardisasi dan sertifikasi tenaga kerja;

- Jurnal Hukum,;

- Hasil-hasil penelitian lainnya mengenai jasa konstruksi, perdagangan
internasional dan ketenagakerjaan.

- dan lain-lain.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
yang terdir dan:

- Kamus umum Bahasa Indonesia;
- Kamus istilah hukum;
- Kamus istilah ekonomi, perdagangan;

- dan lain-lain.

Berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut di atas, primer, sekunder maupun
tersier, penelifi akan menganalisis data secara preskiptif yaitu data-data tersebut
diterapkan pada permasalahan yang berhubungan dengan liberalisasi jasa konstruksi
Mode 4 dalam WTO/GATS dan ASEAN/AFAS.

1.8. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan Tesis ini, sistematikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi mengenai latar belakang, perumusan permasalahan,
maksud dan tujuan, manfaat penelitian, kerangka konsepsional, metode penelitian
dan sisternatika penulisan.

BAB H. LIBERALISASI JASA TENAGA KERJA DALAM KERANGKA WTO

DAN ASEAN, berisi mengenai prinsip-prinsip perdagangan jasa dalam WTO,
liberalisasi jasa dalam WTO, liberalisast jasa konstruksi Mode 4 dalam WTO, kerja
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sama ASEAN, liberalisasi jasa di ASEAN, dan liberalisasi jasa jasa konstruksi Mode
4 ASEAN.

BAB III berisi peraturan ketenagakerjaan Indonesia dalam liberalisasi tenaga kerja,
liberalisasi jasa konstruksi Mode 4, dan kedudukan MRA sebagai perjanjian

internasional dalam hukum nastonal Indonesia.

BAB IV PEMBAHASAN, berisi mengenai pembahasan perumusan masalah
sebagaimaan terdapat dalam Bab I, yaitu berisikan pengaturan specific commitment
Indonesia dalam jasa konstruksi Mode 4, peran MRA dalam liberalisasi jasa
konstruksi Mode yang dibagi lagi menjadi pengaturan MRA dalam WTO/GATS dan
liberalisasi jasa konstruksi Mode 4 dalam MRA di ASEAN/AFAS, serta pelaksanaan
MRA bidang jasa tenaga kerja konstruksi Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, berisi mengenai kesimpulan dan

pembahasan yang telah dilakukan dalam Bab IV dan pemberian saran berdasarkan

tujuan penulisan tesis ini dan kesimpulan yang didapat penulis.
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BAB 2
LIBERALISASI SEKTOR JASA TENAGA KERJA
DALAM KERANGKA WTO DAN ASEAN

2.1. Liberalisasi Sektor Tenaga Kerja dalam Kerangka WTO
2.1.1. Prinsip-prinsip Perdagangan Jasa dalam WTO

Perdagangan internasional dalam kerangka WTO mempunyai tujuan
meningkatkan standar kehidupan, menjamin tersedianya kesempatan dan
pertumbuban secara pesat dan mantap dari volume pendapatan dan
permintaan yang nyata, serta memperluas produksi dan perdagangan
dalam barang-barang dan jasa-jasa, sambil memanfaatkan secara optimal
sumber-sumber dunia sesuali dengan ftujuan pembangunan yang
berkelanjutan, melindungi dan melestarikan lingkungan hidup dan
meningkatkan upaya-upaya dalam melakukannya melalui cara-cara yang
konsisten dengan tingkat pembangunan ekonominya.>® Berdasarkan
tujuan-tujuan tersebut maka anggota-anggota WTO dapat menurunkan
tarif bea masuk sebesar-besarnya dan mengurangi hambatan-hambatan
perdagangan serta penghapusan perlakuan diskriminasi di dalam
hubungan perdagangan intemasional. Dalam konsideran tersebut jelas
bahwa perdapangan jasa dalam WTO, sebenamya lahir setelah
konsentrasi WTQO hanya memajukan perdagangan barang yang
berhubungan dengan tarif bea masuk. Meskipun begitu, perdagangan jasa

» Tujuan dad pendirian WTO ini lertulis dalam konsideran pendirian WTO yang merupakan
hasil akhir dari perundinpan-perundingan yang dilaksanaken oleh negara-negara di dunia Isi dari
Perjenjian pendirian WTQ ini dapat dikatakan merupakan perjanjian perdagangan internasionat paling
lengkap, dibandingkan scbelumnya dalam kerangka International Trade Organization (ITO).
Perjanjian yang terkandung dalam Pendirian WTO i ada yang muitilateral dan plurilateral.
Perjanjian multilateral dalam kerangka WTQO disetujui serta meria ketika sebuah negara menyetmjui
pendirian WTO, sedangkan perjanjian plurilateral barus mendapatksn persetujuan terpisah dengan
persetujuan pendirian WTO. Indonesia telah meratifikasi Perjenjian Pendidan WTO ini dalam
Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Establishing Agreement of World
Trade Orpanization (Pengesahan Perjanjian Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia). Sehingga
secara langsung tunduk pada perjanjian multilateral yang terkandung di dalamnya. Sejauh imi,
Indonesia belum mengilkuti perjanjian plurilateral.

20
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mempunyai prinsip-prinsip yang kurang lebih sama dengan perdagangan
barang. Adapun prinsip-prinsip perdagangan jasa yang berkaitan erat
dengan tesis ini adalah sebagai berikut:

1} Prinsip Most Favoured Nation (MFN)

GATS mengatur mengenai Prinsip MFN yang diterapkan dalam
perdagangan jasa, disebutkan bahwa “With respect to any measures
covered by this Agreement, each Member shall accord immediately
and unconditionally to service and service suppliers of any other
Member treatment no less favourable than that it accords to like
service suppliers of any other country.*

Berdasarkan Prinsip MFN ini maka perdagangan internasional
harus dilakukan tanpa diskriminasi. Setiap negara pihak dalam
perjanjian harus memberikan perlakuan sama terhadap satu sama lain
sehingga untung yang sama diberikan kepada salah satu negara dalam
penerapan dan pengadministrasian bea dan pungutan ekspor impor
yang harus diberikan kepada negara lain.”> Sesuai dengan
perkembangan jaman, perdagangan jasa juga menerapkan Prinsip
MFN ini. Penerapan Prinsip MFN dalam perdagangan jasa
internasional, misalnya sefiap negara harus memberikan perlakuan
yang sama kepada setiap tepaga kerja yang masuk ke dalam
negaranya, sepanjang negara asal tenaga kerja tersebut telah
meratifikasi pendirian WTO.

Pepnerapan Prinsip MFN tidak selalu mudah diterapkan dalam
perdagangan internasional. Hal tersebut dikarenakan dalam GATT
dan banyak perjanjian lain, kewajiban MFN ini adalah bagi produk
serupa (fike product)>® Sehingga menimbulkan persoalan untuk apa
produk serupa tersebut, yang berhubungan dengan klasifikasi tarif.
Dalam GATS, penerapan Prinsip MFN dalam GATS hanya dapat

* pasal Il ayat 1 GATS.
% Hata, Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-aspek Hukum dan
Non Huloum, Cetakan Pertaman, Bandung, PT.Refika Aditama, Hal. 57
% Jobn H. Jackson dalam Hata hal. 57.
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diberlakukan terhadap produk jasa atau penyedia jasa yang termasuk
dalam like services atau like service suppliers. Oleh karena itu
terhadap produk jasa atau penyedia jasa yang tidak termasuk dalam
like services atau like service suppliers, dimungkinkan untuk
diberikan perlakuan yang berbeda. Pada dasamya ketentvan GATS
tidak memberikan definisi tertentu mengenai jasa, hanya saja terdapat
kategon sektor jasa yang termasuk dalam pengaturan GATS, yakni
sektor jasa yang bukan termasuk sektor yang dikuasai dan dikelola
oleh pemerintah.” Yang dimaksud dengan penyedia jasa menurut
GATS adalah setiap orang yang menyediakan jasa termasuk subyek
hukum yang menyediakan jasa dalam bentuk nilai komersial berupa
kantor perwakilan atau kantor cabang.”® GATS tidak memberikan
definisi tertentu tentang like services ataupun like service suppliers,
sehingga penentuan mengenai apa yang dimaksud dengan like
services atau [ltke service suppliers ditentukan berdasarkan
karakteristik dari produk jasa atauvpun penyedia jasa yang
bersangkutan; atau berdasarkan klasifikasi dan deskripsi dari jasa
menurut United Nation Central Product Classification (CPC),
ataupun berdasarkan perilaku konsumen jasa itu sendin.

Prinsip MFN berdasarkan GATS hanya dapat diterapkan
terhadap peraturan dalam negeri negara anggota yang tercakup dalam
ruang lingkup GATS.*® Yang dimaksud dengan peraturan dalam
negeri negara anggota, tidak hanya terbatas pada peraturan yang
dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah yang
berwenang, melainkan termasuk pula peraturan yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat atas pemberian

wewenang dari pemeﬁnlah.m Peraturan dalam negeri ini dapat berupa

%7 Pasal I ayat 3 huruf ¢ GATS.
38 pasal XXVIIT hururf g GATS.
% Peter van Den Bossche, The Law and Policy of the World Trade Organization Text, Cases and
Mar%'ials, Sixth Printing, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, Hal. 320.
Ibid.
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undang-undang, regulasi, aturan, prosedur, keputusan administratif
ataupun diwujudkan dalam bentuk lain. Artinya, suatu peraturan dapat
dikatakan tercakup dalam ruang lingkup GATS apabila peraturan
tersebut berdampak pada perdagangan jasa, meskipun peraturan
tersebut mengatur hal yang lain sebagaimana keputusan Appelate
Body dalam kasus EC-Bananas III. Pasal II GATS harus ditafsirkan
dengan cara yang sama sebagaimana Prinsip MFN dalam Pasal 1
GATT, dan tidak mengacu pada Pasal XVII GATS. GATS
menyebutkan beberapa contoh peraturan yang tercakup dalam ruang
lingkup GATS,*' yakni 1) yang mengatur mengenai pembelian,
pembayaran atan penggunaan dari produk jasa; 2) akses atau
penggunaan produk jasa, terkait dengan penyediaan jasa, yang
ditujukan untuk umurmn; 3) serta nilai komersial dan individu sebagai
penyedia jasa di negara lain.

Prinsip MFN ini juga diberlakukan terhadap produk jasa lokal
maupun penyedia jasa lokal. Hal tersebut berarti bahwa Prinsip MFN
memberikan perlakuan yang tidak lebih menguntungkan terhadap
produk jasa ataupun penyedia jasa lokal dibandingkan dengan
perlakuan yang diberikan terhadap produk jasa atanpun penyedia jasa
dari negara lain.

Pengecualian Prinsip MFN dalam GATS diatur sebagai
berikut:*? “4 Member may maintain a measure inconsistent with
paragraph I provided that such a measure is listed in, and meels the
conditions of, the annex on Article Il Exemptions.” Artinya, negara
anggota dapat mengecualikan penerapan Prinsip MFN dalam
peraturan domestiknya dengan syarat peraturan tersebut termasuk
yang diatur dalam Atvran Tambahan Pengecualian Pasal II (Annex on
Article Il Exemptions).”

*! Pasal XXVII GATS

“2 Pasal Il ayat 2 GATS

“? Pengecualian Aturan Tambahan difoluskan pada sektor jasa transportasi (terutama maritime),
komunikasi (sebagian besar pada audiovisual), keuangan dan bisnis,
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Selain hal tersebut, suatu negara berdasarkan kepentingan
nasionalnya dapat mempertahankan tindakan-tindakan yang tidak
sejalan dengan Prinsip MFN dalam GATS, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut didaftarkan atau dicantumkan dalam Daftar
Pengecualian (Exemption List). Pengecualian terhadap prinsip MFN
ini dilakukan dengan cara memberikan notifikasi, oleh negara tersebut
yang berisikan deskripsi dari sektor yang dikecualikan, desknpsi dan
peraturan yang dikecualikan beserta alasannya, negara-negara yang
dikecualikan dari penerapan prinsip MFN, jangka wakin
pemberlakuan pengecualian tersebut dan kondisi yang menyebabkan
suatu negara menerapkan pengecualian tersebut terhadap Prinsip
MEN.#

Pengecualian Prinsip MFN juga dapat dilakukan denganr cara
suatu negara memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan
terhadap suatu negara lain maka negara tersebut harus mencatatkan
pengecualian-pengecualian  Prinsip MFN  tersebut  sebelum
mengimplementasikan GATS. Lampiran khusus  mengenai
pengecualian tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan
GATS dan berlaku saat diberlakukannya GATS. Sedangkan setiap
pengecualian baru yang didaftarkan sesudah berlakunya Persetujuan
Pendiian WTO (dgreement Establishing The World Trade
Organization) akan dikenakan Pasal IX ayat 3 Persetujuan Pendirian
WTO.* Pengecualian tersebut akan ditinjau oleh Dewan Perdagangan
Jasa (Council for Trade in Service) setelah jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak berlakunya persetujuan.®® Pengecualian tersebut tidak
boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Apabila ada hal-hal
tertentu lainnya, dapat dinegosiasikan pada perundingan liberalisasi
perdagangan jasa berikutnya. "’

* Peter Van den Bossche, Op.Cit., Hal. 325.

*5 Angka 2 dnnex on Article IT Exemptions.

6 Angka 3 Annex on Article IT Exemptions, GATS.
47 Angka 6 Annex on Article I Exemptions, GATS.
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Pengecualian Prinsip MFN dalam GATS lainnya yaitu adanya
pengertian bahwa suatu negara anggota dapat membernkan perlakuan
yang lebih baik atas suatu sektor jasa kepada satu atau beberapa
anggota, tetapi suatu negara tidak diperkenankan untuk memberikan
perlakuan yang lebih buruk dari yang dicantumkan dalam Schedule of
Commitments (SoC) kepada satu atau beberapa negara anggota.®®
Pengecualian ini banyak umumnya ditujukan sebagai justifikasi bagi
preferensi perdagangan di tingkat regional, dan Free Trade Area
(FTA). %

Berdasarkan Pasal II ayat 3 dan Pasal XIII ayat 1 GATS juga
merupakan pasal-pasal pengecualian. Pasal II ayat 3 GATS
menyatakan bahwa penerapan Prinsip MFN dapat dikesampingkan
dalam perdagangan jasa yang dilakukan dengan negara-negara lain
yang seperbatasan wilayah (adjacent countries). Kemudahan-
kemudahan tersebut dapat dibenkan bagi perdagangan jasa yang
diproduksi dan dikonsumsi oleh perbatasan setempat.so Prinsip MFN
seperti yang diatur dalam Pasal I, tidak berlaku untuk peraturan atau
persyaratan yang mengatur perdagangan jasa yang dilakukan
pemerintah untuk kepentingan pemerintah dan tidak untuk tujuan
dijual kembali atau digunakan sebagai penyedia jasa untuk tujuan
komersial.” Jasa yang diberikan dalam kaitannya dengan pemerintah
adalah jasa-jasa yang diberikan tidak secara komersial maupun dalam
persaingan dengan satu atau lebih pemasok jasa.

Prinsip Transparansi
Negara anggota wajib segera menerbitkan (paling lambat pada
saat berlakunya Persetujuan Pendirian WTO) semua undang-undang,

“® Pasal Il ayat | GATS.

*’ Raj Bhala, Op.Cit.Hal.735. Lihat juga di Pasal V GATS.
% pagal I ayat 3 GATS.

3! Pasal XIII ayat 1 GATS.
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peraturan, pedoman pelaksanaan serta semua keputusan dan ketentuan
yang berlaku secara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat
maupun daerah yang mempunyai dampak pada pelaksanaan GATS.
Persetujuan internasional yang mempengaruhi perdagangan jasa-jasa
dimana suatu negara anggota turut serta dalam persetujuan tersebut
juga wajib diterbitkan.” Meskipun publikasi seperti yang dimaksud
tersebut di atas tidak tersedia, maka informasi itu haruslah tesedia
secara umum.”

Setiap negara harus segera dan paling tidak sekali setiap tahun
memberitahukan Dewan Perdagangan Jasa tentang adanya peraturan
perundang-undangan yang barmu atau perubahan terhadap undang-
undang, peraturan maupun pedoman administratif yang berlaku yang
mempunyai dampak yang sangat berarti terthadap perdagangan jasa-
jasa yang tercantum dalam “specific commitment’ negara itu yang
dibuat berdasarkan GATS.** Kemudian, setiap negara mempunyai
kewajiban untuk menjawab dengan segera seluruh permintaan
informasi yang spesifik yang berasal dan negara lain tentang berbagai
ketentuan (measures of general applicafions) atau persetujuan
internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Setiap negara juga
harus mendirikan satu atau lebih pusat informasi yang spesifik atas
permintaan negara lain mengenai seluruh masalah dan hal-hal yang
harus diberitahukan sesuai dengan ayat 3. Pusat informasi tersebut
harus didirikan dalamm dua tahun setelah berlakunya GATS bagi
negara tersebut. Fleksilibitas yang memadai mengenai batas waktu
pendirian enquity point tersebut dapat disepakati unfuk masing-
masing negara berkembang. Enguity point dimaksud tidak harus
merupakan depositories peraturan perundang-undangan.”® Suatu

negara mempunyai hak untuk memberitahukan kepada Dewan

92 Pacal T ayat 1 GATS.
%? Pasal I ayat 2 GATS.
* Pasal III ayat 3 GATS.
** Pasal III ayat 4 GATS.
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Perdagangan Jasa tentang tindakan yang dilakukan oleh negara lain
yang dianggapnya mempunyai dampak terhadap pelaksanaan
GATS.*

Dengan adanya Prinsip Transparansi maka di dalam ketentuan
GATS tidak ada satupun yang mensyaratkan suatu negara untuk
menyediakan informasi yang rahasia, yang dapat menghalang
penegakan hukum atau bertentangan dengan kepentingan umum atau
merugikan kepentingan komersial dani perusahaan pemerintah atau
swasta tertentu.®’

Negara-negara berkembang dapat mengalami kesulitan dalam
menerapkan Prinsip Transparansi karena cakupan yang luas dari
segala tindakan yang relevan serta adanya kondisi dan kapasitas
regulasi terutama pada tingkat pemerintah daerah yang masih lemah.
Penerapan ketentuan dalam Prinsip Transparansi harus dilakukan
secara seleltif dengan hanya memberlakukan terhadap regulasi
nasional yang mempunyai akibat yang signifikan terhadap
perdagangan jasa, diterapkan pengecualian khusus, atau diberikan
waktu penyesuaian yang lebih lama untuk memenuhi ketentuan

tersebut.>®

3) Prinsip National Treatment
GATS mengatur Prinsip National Treatment dalam ketentuan
yang menyebutkan bahwa:

In the sectors inscribed in its Schedule, and subject to any
conditions and qualifications set out there in, each Member shall
accord to services and service suppliers of any other Member, in
respect of all measures affecting the supply of services, treatment
no less favorable than that it accords to its own like service and
service suppliers.”

5 Pasal IIT ayat 5 GATS.

57 Pasal 3 bis GATS.

% Adolf Warouw, GATS dalam Regulasi Nasional Masalah Rekonsiliasi Dua Tujuan dan
Kepentingan, Jumal Hukum Internasional, Volume No, 4 Juli 2006, Lembaga Pengkajian Hukum
Internasional, FH-UI, Hal. 564.

% Pasal XVII ayat 1 GATS
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Prinsip National Treatment mengandung makna bahwa setiap negara
anggota untuk memperlakukan jasa-jasa dan pemberi jasa dari negara-
negara anggota lainnyz harus sama dengan perlakuan yang dibenkan
terhadap jasa atau pemberi jasa dari negaranya. Perlakuan terhadap
jasa dan pemberi jasa ini wajib berlaku pada sektor-sektor yang
tercantum dalam Schedule of Commitment (SoC) beserta persyaratan-
persyaratannya. Oleh karena itu, setiap negara anggota dapat
mendaftarkan  sejumlah persyaratan dan kualifikasi terhadap
penerapan Prinsip National Treatment dan mencantumkannya di
dalam Daftar Komitmen Nasional. Negara anggota lain hanya dapat
menuntut perlakuan nasional (National Treatment) dari suatu negara
sesuaj dengan yang tercantum dalam Daftar Komitmen Nasional
negara tersebut.

Untuk memberlakukan Prinsip National Treatment dalam
perdagangan jasa (GATS) berbeda dengan pemberlakuan Prinsip
National Treatment dalam perdagangan barang (GATT). GATS
memberlakukan Prinsip National Treatment hanya terbatas dan tidak
berlaku umum, yaitu hanya berlaku bagi negara anggota WTO yang
telah memberikan komitmen spesifiknya terhadap sektor jasa yang
dipilihnya.®® Komitmen spesifik tersebut umumnya dibuat dengan
berdasarkan pada kondisi, kualifikasi maupun pembatasan tertentu
yang dicantumkan pada SoC.

Pembatasan terhadap penerapan Prinsip National Treatment
meliputi nasionalitas atau persyaratan wilayah tinggal bagi eksekutif,
persyaratan untuk menanamkan modal tertentu pada usaha lokal,
pembatasan pembelian tanah kepada penyedia jasa asing, subsidi
khusus maupun keringanan pajak yang diberikan kepada penyedia
jasa domestik, dan persyaratan modal serta pembatasan operasional
tertentu bagi penyedia jasa asing,®!

0 Peter van den Bossche, Op.Cit., Hal 365.
® bid.
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4) Prinsip Pengakuan (Recognition)
Berdasarkan Pasal VII GATS maka negara anggota diberikan
kebebasan untuk menentukan standar ataupun memberikan izin,
sertifikat dan lain-lain untuk mengakui kualifikasi yang dimiliki oleh
pemasok jasa asing. Hal ini dapat dilakukan secara otonom ataupun
melalui persetujuan dengan negara lain. Pengakuan tersebut tidak
boleh eksklusif dan negara anggota lain harus diberikan kesempatan
untuk merundingkan akses mereka ke dalam persetujuan tersebut.
Dalam hal pengakuan otonom, negara anggota harus diberi
kesempatan untuk membuktikan bahwa kualifikasi inereka juga dapat
diakui. Penggunaan pengakuan kualifikasi melarang untuk
mendiskriminasikan mitra dagang ataupun menggunakan sebagai
hambatan terselubung terhadap perdagangan.®
Meskipun diberikan kebebasan tetapi pembenian lisensi atau
sertifikasi kepada para pemasok jasa dianjurkan melalui harmonisasi
dan pengembangan kriteria internasional yang disepakati bersama.
Beberapa kewajiban terkait dengan pengakuan bidang jasa adalah
sebagai berkut:*
¢ Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya GATS atau
sejak masuknya suatu negara sebagai anggota (accession), maka
negara tersebut wajib melaporkan kepada Dewan perdagangan
Jasa (Council for Trade in Service) mengenai tindakan pengakuan
dan menyatakan apakah tindakan tersebut didasarkan pada
Agreement atan Arrangement;

e Memberitahukan secepat mungkin kepada Dewan Perdagangan
Jasa mengenai dibukanya kesempatan untuk persetujuan atau

pengaturan untuk memberi kesempatan yang memadai bagi negara

€ world Trade Organization, WTO — Trade in Services Basic Document, Worl Trade
Organization, 2006, Hal. 9,
53 Pasal VII Ayat 4 GATS.
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lain yang bermaksud untuk berpartisipasi dalam negosiasi sebelum
memasuki tahap substansi;

¢ Segera memberitahukan kepada Dewan Perdagangan Jasa apabila
suatu negara peserta melakukan tindakan pengakuan yang bamu
atau membuat perubazhan yang cukup besar dan menyatakan
tindakan tersebut didasarkan pada Agreement atau Arrangement,
dan

e Bila memungkinkan, pengakuan hendaknya didasarkan pada
kriteria yang disetujui secara multilateral. Dalam keadaan tertentu,
anggota harus bekerja sama dengan organisasi antar pemenntah
dan non pemerintah agar dapat membentuk dan menggunakan

standar internasional.

5) Prnstp Peraturan Domestik

Negara yang telah menyetujui GATS harus menjamin bahwa
semua ketentuan yang berlaku umum, yang mempunyai dampak pada
perdagangan jasa harus diadministrasikan dengan cara yang wajar,
obyektif dan adil.** Ketentuan yang dimaksud adalah semua ketentuan
yang berlaku umum untuk sektor yang telah dicanturnkan dalam SoC.

Prinsip Peraturan Domestik juga mensyaratkan adanya
kewajiban negara anggota untuk mempunyai badan peradifan,
arbitrase atau peradilan administratif atau prosedur yang dapat
memeriksa secara cepat (atas permintaan pemasok jasa yang
berkepentingan) dan jika dibenarkan memberikan ganti rugi yang
memadai berkenaan dengan keputusan administratif yang
berhubungan dengan perdagangan jasa.*® Badan yang dibentuk
sebagaimana tersebut di atas harus obyektif dan tidak memihak, dan

 Pasal VI ayat 1 GATS.
%5 Pasal VI ayat 2 (z) GATS.
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pembentukannya tidak bertentangan dengan konstitusi atau sistem
hukum negara yang bersangkutan.*

Peraturan regulasi yang diatur dalam GATS juga menyangkut
peraturan yang berkaitan dengan persyaratan dan prosedur kualifikasi,
standar teknis dan persyaratan lisensi.®” Terhadap peraturan tersebut
maka Dewan Perdagangan Jasa melalui lembaga-lembaga tertentu
yang dibentuknya harus menetapkan ketentvan yang diperlukan,
sehingga peraturan domestik tersebut tidak menciptakan hambatan
yang tidak perlu dalam perdagangan jasa.®® Peraturan domestik dalam
ketentuan tersebut di atas dityjukan untuk menjamin bahwa
persyaratan-persyaratan dimaksud antara lain:** (a) didasarkan pada
kriteria yang obyektif dan transparan, misalnya kesanggupan dan
kemampuan untuk memasok jasa; (b) tidak lebih berat daripada yang
semestinya, untuk menjamin kualitas jasa: dan (c) dalam hal prosedur
lisensi, tidak boleh menjadi hambatan pemasok jasa. Jika pemasok
jasa yang telah dicantumkan dalam SoC harus melewati proses
otorisasi, maka setiap negara anggota dimintz untuk memberikan
otorisasi tersebut dalam jangka waktu yang wajar.

Penerapan persyaratan perizinan dan kualifikasi serta standar
teknis harus mempertimbangkan standar internasional dari organisasi
internasional yang relevan yaitu badan-badan internasional yang
keanggotaannya terbuka untuk badan-badan dimaksud sekurang-
Jurangnya bagi seluruh anggota WTO.”® Apabila jasa professional
dicantumkan dalam SoC maka masing-masing negara anggota barus
menetapkan prosedur yang memadai untuk membuktikan kernampuan

tenaga professional dari negara lain,”

 Ibid.

€7 Pasal VI ayat 2 {a) GATS.
& Ibid

* Ibid.

™ Pasal VI ayat 5 (b) GATS.
" Pasal VI ayat 6 GATS.
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6) Prinsip Pembukaan Pasar (Market Access)

Market access dalam bidang jasa lebih kompleks dibandingkan
dengan market access dalam perdagangan barang.”? Prinsip ini
mensyaratkan bahwa komitmen negara-negara anggota terhadap
sektor-sektor perdagangan jasa harus dicantumkan dalam Natioral
Schedule (Daftar Nasional). Daftar ini mencantumkan berbagai
kegiatan jasa yang akses pasamya ke dalam negeri. Komitmen-
komitmen tersebut sifatnya mengikat dan hanya dapat diubah atau
ditarik setelah diadakan perundingan dengan negara-negara yang
terkena pengaruh oleh komitmen tersebut.

Market access dalam GATS bertujuan untuk mencegah
hambatan-hambatan dalam perdagangan jasa. Akan tetapi dikarenakan
tingkat perkembangan perdagangan jasa di masing-masing anggota
GATS-WTO berbeda satu sama lain, rmaka hambatan dan persyaratan-
persyaratan dalam perdagangan jasa masih diperkenankan, asal
disepakati dan dicantumkan dalam daftar.” Tindakan atau kebijakan
yang dilarang terkait dengan komitmen akses pasar, kecuali diatur
berbeda dalam SoC, yaitu:"*

e Pembatasan jumlah penyedia jasa, baik dalam bentuk kuota,
monopoli, penyedia jasa eksklusif maupun persyaratan economic
need lest;

e Pembatasan jumlah nilai transaksi jasa atau asset dalam bentuk

kuota atau persyaratan economiic need test;

7 Greg McGuire, Policy Issues in International Trade and Commodities: Study Series No. 19,
Trade in Services, Market Access Opportunities and the Benefits Liberalization for Developing
Economies, New York and Geneva, 2002, Hal 4. Market access dalam perdagangan barang kebih
dititikberatkan pada bagaimana mengurangi hambatan-hambatan secara umum termasuk tarif yang
dibebankan kepada setiap barang yang masuk ke dalam suatu wilayah kepabeanan Market access
dalam perdagangan jasa lebih cenderung kompleks karena dalam markef access ini membicarakan
tentang bagaimana mengurangi intervensi kebijakan suatu pemerintahan yang lebih tidak terlihat dan
mungkin saja diterapkan ketika perdapganpan jasa tersebut sudeh berada di suatu negara.

3 Pasal XVI ayat 1 GATS

™ Pasal XVI ayat 2 GATS
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» Pembatasan jumlah penyedia jasa atan total kuantitas dan output
jasa yang dinyatakan dengan jumlah satuan yang ditenfukan dalam
bentuk kuota atau persyaratan economic need test;

e Pembatasan jumlah individu yang dapat dipekerjakan dalam snatu
sektor jasa tertentu dalam bentuk kuota atan persyaratan economic
need test;

e Tindakan-tindakan yang membatasi atau mempersyaratkan bentuk
entitas hukum atau join! venture tertentu terhadap penyedia jasa
asing;

+ Pembatasan keikusertaan modal asing dalam bentuk pembatasan
prosentase maksimum kepemilikan saham asing atau pembatasan
nilai total investasi asing, baik secara perorangan maupun secara
keseluruhan.

7) Prnsip Liberalisasi Bertahap

Prinsip Liberalisasi Bertahap mengandung arti babwa
liberalisasi dilakukan secara bertahap sehingga suatu negara anggota
dapat melakukan pembatasan-pembatasan atas keberlakuan ketentuan
GATS dengan kemampuan negara anggota Prnsip ini menegaskan
bahwa liberalisasi bertahap dalam GATS dilaksanakan melatui
putaran perundingan untuk mengurangi atau menghapus berbagai
tindakan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap
perdagangan jasa, sehingga memungkinkan terciptanya akses pasar
yang efektif.” Proses tersebut harus berlangsung dengan tujuan untuk
memajukan kepentingan seluruh peserta perundingan atas dasar saling
menguntungkan dan untuk menjamin keseimbangan yang menyeluruh
antara hak dan kewajiban’® Para anggota harus melakukan
serangkaian negosiasi yang dimulai paling lambat 5 (lima) tahun sejak

> Pasal XIX ayat 1 GATS.
 Ibid.
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diberlakukannya GATS dan setelah itu secara periodik dengan tujuan
untuk mencapai liberalisasi secara bertahap.

Proses liberalisasi harus dilakukan dengan tetap menghargai
kepentingan nasional dan tingkat pembangunan masing-masing
negara, baik untuk seluruh maupun sektor individual.”” Sehubungan
dengan itu, haruslah terdapat fleksibilitas yang memadai bagi masing-
masing negara berkembang untuk membuka sektor yang lebih sedikit,
melakukan liberalisasi transaksi yang lebih sedikit, melakukan
perluasan akses pasar (market access) secara bertahap sejalan dengan
situasi pmbangunan.78 Negara berkembang dalam membuka pasar
jasa juga dapat mencantumkan persyaratan-persyaratan yang
bertujuan untuk melindungi kepentingan atau tujuan kebijakan
nasional negara anggota tersebut.”

Dewan Perdagangan Jasa menetapkan pedoman dan prosedur
dalam negosiasi perdagangan jasa yang dilakukan negara anggota.
Dewan Perdagangan Jasa ini juga melakukan penilaian mengenai
perdagangan internasional di bidang jasa-jasa secara keselurnuhan dan
sektoral dengan merujuk pada tujuan persetyjuan GATS, termasuk
hal-hal yang disebutkan dalam Pasal IV ayat 1 GATS.*® Pedoman
negosiasi harus menetapkan cara-cara untuk perlakuan terhadap
liberalisasi sepihak oleh para peserta dan perlakuan khusus untuk
negara least developed countries berdasarkan Pasal TV ayat 3
GATS.™ Proses untuk liberalisasi secara bertahap pada perdagangan
jasa dilakukan secara bilateral, plurilateral atau multilateral yang
difujukan untuk meningkatkan secara umum SoC yang diambil oleh

negara peserta persetujuan.32

™ pasal XIX ayat 2 GATS.

™ Ibid.
™ Ibid.

® pasal XTX ayat 3 GATS.

Y bid.

#2 pasal XIX ayat 4 GATS.
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8) Prinsip Komitmen Spesifik

Komitmen spesifik yang dimuat dalam SoC terdiri atas daftar
sektor-sektor yang dibuka untuk asing, besaran akses pasar yang
diberikan (pembatasan terhadap asing) dan pembatasan akibat
perlakuan nasional. SoC ini memuat semua informasi mengenai sektor
dan sub sektor yang ditawarkan atau dibuka berikut dengan
pembatasan atas akses pasar, pembatasan atas National Treatment,
serta apabila ada komitmen tambahan (@dditional commitments). SoC
ini juga merupakan bagian integral dari perjanjian  yang
mencantumkan secara eksplisit sektor-sektor yang terbuka serta jenis-
jenis transaksi yang boleh dilakukan oleh foreign service providers
(pemasok jasa asing).

Komitmen spesifik terkait dengan akses pasar dilakukan melalui
cara pemasokan. Setiap negara harus memberikan perlakuan yang
tidak lebih buruk kepada jasa atau pemasok jasa dari negara lain,
dengan persyaratan, pembatasan dan kondisi yang disepakati dan
dinyatakan dalam SoC.

2.1.2. Liberalisasi Sektor Jasa dalam WTO
Sektor jasa dalam WTO diatur dalam GATS yang merupakan hasil
dari perundingan Uruguay Round sejak tahun 1986 sampai dengan 1993,
GATS dapat dikatakan sebagai perjanjian perdagangan multilateral yang
pertama di bidang jasa. Deklarasi Punta del Este® pada tahun 1986

8 Merupakan hasil dari Ministerial Declaration on the Uruguay Round. Adapun pokok-pokok
Deklarasi del Este adalah sebagai berikut:

1) Para menteri scpakat untuk meluncurkan perundingan perdagangan jasa sebapal bagian
perundingan perdagangan internasional;

2) Perundingan tersebut bertujuan membentuk kerangka hukum multilateral yang memual prinsip
dan ketentuan mengenai perdagangan jasa, sehingga tercipta perdagangan yang transparan dan
liberaligasi progresif, sebagai upaya peningkatan ekonomi semua mitra dagang dan kemajuan
negara-negara berkembang;

3) Kerangka hukum tersebut harus menghormati hukum nasional dan ketentuan-ketentvan yang
berlaku mengenei jasa serta bekerja sama dengan organisasi internasional yang relevan;

4) Untuk melaksanakan perundingan ini harus dibentuk kelompok perundingan jasa yang
berkewajiban untuk melaporkan hasilnya kepada Komite Perundingan Perdagangan.
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merupakan cerminan dari alotnya perundingan mengenai perdagangan
jasa dan deklarasi ini merupakan kompromi antara negara maju dan
negara berkembang. Pengaturan GATS dipandang sebagai suatu cara
memajukan pertumbuhan ekonomi bagi semua negara pelaku
perdagangan dan  pembangunan  negara-negara  berkembang.
Dimasukkannya pengaturan mengenai perdagangan jasa dalam kerangka
GATT/WTO dianggap sebagai suatu langkah kemajuan penting bagi
GATT/WTO.Y

GATS juga merupakan salah satu cara untuk meliberalisasi
perdagangan jasa dalam bentuk pengikatan melalli  perjanjian
multilateral. GATS mulai berlaku sejak tanggal 1 Januani 1995, sama
halnya perdagangan barang dalam GATT. Setiap negara anggota
diwajibkan untuk membuka sektor-sektor jasa untuk diliberalisasi dengan
menyusun jadwal, bagaimana, apa, seberapa dalam dan seberapa luas
sektor tersebut dibuka untuk pemasok jasa asing.

Tujuan GATS sebagaimana disebutkan dalam konsideran GATS
adalah:

“Wishing to establish a multilateral framework of principles and rules for
trade in services with a view to the expansion of such trade under
conditions of transparaency and progressive liberalization and as a
means of promoting the economic growth of all trading partners and the
development of developing countries.”

Selan itu juga disebutkan bahwa:

“Desiring the early achievement of progressively higher levels of
liberalization of trade in services through successive rounds of
multilateral renegotiations aimed ai promoting the interests of all
participants on a mutually advantegous basis and at securing an overall
balance of rights and obligations, while giving due respect to national
policy objectives.”

Peranan GATS dalam perdagangan jasa dunia, pada dasarnya tidak
terlepas dari dua pilar yaitu:

¥ Mochtar Kusumaatmadje, Perjanjian WTO Mengenai Perdagangan Internasional Jasa (GATS)
Dilihar dari Perspekiif Negara Berkembang, Seminar Aspek Hukum Perdagangan Jasa Manumt WTO
dan Komitmen Inodnesia di Bidang Finansial, Institut Bankir Indonesia, 6 Maret 1997,
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1) bahwa GATS memastikan adanya peningkatan transparansi dan
prediktabilitas dari aturan maupun regulasi yang terkait; dan

2) bahwa GATS merupakan upaya mempromosikan proses liberalisasi
berkelanjutan melalui putaran perundingan.

Berdasarkan tujuan dan peranan GATS tersebut, terdapat keuntungan

dalam liberalisasi jasa melalui GATS ini, yaitu:®®

1) Economic performance, an efficient services infrastructure is a
precondition for economic success;

2) Developmet access to world-class service helps exporters and
producers in developing countries (o capitalize on their competitive
strength, whatever the goods and services they are selling;

3) Consumer savings, there is strong evidence in many services, not least
telecoms that liberalization leads to lower prices, better quality and
wider choice for consumers;

4) Faster innovations, countries with liberalized services markets have
seen greater product and process inngvation;

5} Greater transparency and predictability, a country’s commitments in
its WTO services schedule amount to a legally binding guarantee that
foreign firms will be allowed to supply their services under stable
conditions;

6) Technology transfer, services commitmenis at the WTO help to
encourage Foreign Direct Investment (FDI).

GATS membuat 12 kategont sektor jasa yang dibagi lagi menjadi 160 sub

sektor. Kedua belas sektor tersebut terdiri atas:

1) Jasa bisnis (business services), seperti real estate, pekerjaan
pemasangan, manufaktur dan konsultasi, termasuk di sini jasa
professional dan jasa komputer;

2) Jasa telekomunikasi (communication services), termasuk di dalamnya
adalah jasa pos dan giro, kurir, telepon, teleks dan telegraf, transmisi
data, faksimili, radio, televisi, distribusi film, surat kabar,
perpustakaan dan kearsipan;

% World Trade Organization, GATS-Fact and Fiction, hittp:/fwerw. wot.org, 2001, diunduh pada
tan 18 April 2010 pukul 17.00 WIB.
Dircktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direkiorat Jenderal Multilateral
Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen fuar Negeri, Persefujuan Bidang Jasa (General
Agreement on Trade in Sewrvices), Departemen Luar Negeri, Jakarta, Hal. 3.
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3) Jasa konstruksi dan jasa terkait lainnya (construction and related
engeneering services), termasuk di dalamnya pembangunan gedung,
jembatan dan lainnya;

4) Jasa distribusi (distribution services)

5) Jasa pendidikan {educational services)

6) Jasa lingkungan (environmental services);

7) Jasa kenangan (financial services), termasuk di dalamnya adalah jasa
deposito, jasa administrasi di bursa keuangan, leasing, perkreditan,
jasa yang berhubungan dengan pasar uang, pialang, asuransi dan
perbankan, bursa efek, penanaman modal dan kepemilikan;

8) Jasa kesehatan dan jasa sosial (health related and social services),
seperti jasa kesehatan manusia yaitu rumah sakit, praktik medis dan
jasa kesehatan hewan;

9) Jasa pariwisata (tourism and travel-related services), termasuk di
dalamnya hotel dan restoran, akomodasi hotel, pelayanan makanan
dan minuman;

10)Jasa hiburan, kebudayaan dan olahraga (recreational, cultural and
sporting services);

11) Jasa transportasi (transportation services), termasuk di dalamnya jasa
pengangkutan laut, udara, kereta api, jalan raya, pengangkutan
penumpang, penyewaan (charfer) dan jasa tambahan untuk
transportasi seperti kargo, penyimpanan dan gudang;

12) Jasa-jasa lain (other services).

Kategori jasa-jasa tersebut, yang kemudian dibagi lagi menjadi 160 sub

sektor merupakan kategori jasa dilihat berdasarkan kuantitas dan kualitas

terutama dalam perdagangan jasa.

Pengecualian jasa-jasa yang diatur dalam GATS adalah jasa yang dipasok

untuk keperluan pemerintah.®” Jasa untuk keperluan pemerintah ini adalah

jasa-jasa yang diberikan tidak secara komersiil maupun dalam persaingan
dengan satu atau lebih penyedia jasa. Definisi yang relevan menyebutkan

% Pasal I ayat 3b GATS.
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bahwa jasa pemerintah ini bukan dipasok baik untuk kepentingan bisnis
maupun untuk kepentingan persaingan dengan satu atau lebih pemasok
jasa.sa
Pengaruh liberalisasi perdagangan jasa dapat dilihat dalam Tabel 1
berikut ini:

Tabel 1. Pengaruh Liberalisasi Perdagangan Jasa

(Prosentase dan dalam US$ juta)
o Cha.neiureinme _

STt —

Republic of Korea 1.5

Taiwan Province of China 2.7

Thailand 2.6

Rest of the Cains Group 12

Rest of the world 1.1 ] .

Total 69230 | 129728 | 198 959
Developed economies

Aunstralia 0.2 0.0 0.2 1994 2098 4 (092
Canada 0.1 0.1 0.0 -539 499 -1 038
European Union 0.1 0.0 0.1 6394 6169 225
Hong Kong (China) 0.2 1.0 0.9 916 5 896 6812
J 0.3 0.0 0.3 20 964 4130 25094
New Zealand 1.2 -0.1 1.1 4400 257 4 657
Singapore -0.3 -1.3 -1.5 7421 -247 7174
United States 0.2 -0.1 0.1 22734 | -1809| 20925
Total 64 284 3657 | 67941
World 133514 | 133385 266900

Source: Dee and Hanslow (2000}

*  Figures may not add up to total because of rounding.
**# These are the projected gains i real income about 10 years after liberalization has oceurred
and the associated resource adjustment have taken place

% pasal I ayat 3¢ GATS.
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2.1.3. Liberalisasi Jasa Konstruksi Mode 4 dalam WTO
Perdagangan jasa dalam GATS dibedakan menjadi empat jenis yang
tergantung dari keberadaan pemasok jasa dan konsumen pada saat
transaksi dilakukan yaitu sebagai berikut:*

1) Mode | — Cross Border Trade yaitu perdagangan jasa yang dilakukan
dan wilayah teritori negara anggota ke wilayah teriton negara angpgota
lain. Mode 1 ini merupakan bentuk langsung dan perdagangan jasa
yang secara fisik jasa tersebut ada perpindahan, terdapat pemisahan
secara geografis antara penjual dan konsumen, karena hanya jasanya
saja yang melewati batas-batas teritori suatu negara.

2) Mode 2 — Consumption Abroad / Movement of Consumers yaitu
perdagangan jasa yang dilakukan di wilayah teritori suatu negara
anggota dan ditujukan untuk melayani konsumen dari negara anggota
lain. Contoh dari Mode 2 ini adalah bidang pariwisata,

3) Mode 3 —~ Commercial Presence yaitu perdagangan jasa yang
dilakukan oleh pemasok jasa salah satu negara anggota melalui
keberadaan komersial yang terdapat di wilayah teritori negara anggota
lain. Mode 3 merupakan mode yang paling alot dalam proses
perundingan dan negosiasi dalam perdagangan jasa. Mode 3
menyangkut investasi di negara berkembang yang dilakukan oleh
negara maju yang kelebihan modal, sementara pada sisi negara
berkembang terdapat ketidaksiapan sumber daya manusia dan
regulasinya. Dalam Mode 3 ini, dimungkinkan investasi akan
membawa perpindahan tenaga kerja sebagaimana terkait nanti dalam
Mode 4.

4) Mode 4 — Movement of Natural Person yaitu perdagangan jasa yang
melibatkan unsur perpindahan sumber daya manusia. Obyek
perdagangan jasa dalam Mode 4 ini adalah kemampuan sumber daya
manusia yang karena terjadinya perdagangan tersebut berakibat

89 pasal I ayat 2 GATS.
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berpindahnya sumber daya manusia tersebut dan negara asalnya
menuju negara konsumen.
Berdasarkan mode-mode yang dikenal dalam perdagangan jasa di WTO
sesuai dengan GATS tersebut di atas, tenaga kerja merupakan masalah
krusial, karena menyangkut sisi kemanusiaan dan nasionalitas/
kewarganegaraan serta adanya pengaturan dalam Pasal 5 bis GATS
mengenai persetujuan integrasi pasal tenaga kerja.
Pasal 5 bis GATS ini memungkinkan negara untuk tunduk pada ketentuan
mengenal liberalisasi tenaga kerja dalam svatu integrasi ekonomi,
misalnya Indonesia sebagai negara anggota WTO boleh tunduk pada
ketentuan integrasi tenaga kerja dalam ASEAN. Hanya saja, persetujuan
dalam integrasi tenaga kerja tersebut memenuhi syarat:
1) Mengecualikan penduduk anggota persetujuan tersebut dan
persyaratan mengenai izin tinggal dan izin kerja.
2) Diberitahukan kepada Dewan Perdagangan Jasa.
Pengaturan liberalisasi jasa tenaga kerja professional ini harus dibedakan
dengan maksud dari perpindahan orang untuk tujuan menetap atau dalam
usahanya mendapatkan permanent residence sehingga ada kemungkinan
untuk mendapatkan 1-ccwarg,ancgaraan.90 GATS dalam bidang tenaga kerja
professional hanya mengatur perpindahan atau lalu lintas tenaga kega
yang professional untuk sementara waktu, yang proses mendapatkan
pekerjaan professional tersebut merupakan Mode 4 dari GATS yang
kemudian telah diatur secara multilateral maupun bilateral. Pengaturan
Mode 4 ini pun hanya dibatasi dengan tenaga kerja yang mempunyai
keahlian, yaitu swvatu output dari pekerjaan yang mendapatkan hasii
terukur. Pekerjaan yang terukur inilah yang kemudian melahirkan
standardisasi, lisensi dan kompetensi dalam jasa tenaga kerja yang
berkeahlian.

% L. Alan Winters, Edited by Aadityo Matto, Robert M Stern, and Gianni Zanini, A4 Handbook

of International Trade in Services, New York: Oxford University Press, 2008, Hal 482,
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2.2. Liberalisasi Jasa Konstruksi Mode 4 dalam ASEAN/AFAS
2.2.1. Kerjasama ASEAN

ASEAN didirtkan berdasarkan ASEAN Declaration di Bangkok

pada tanggal 8 Agustus 1967. Pendiri ASEAN adalah lima negara di

kawasan Asia Tenggara, yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura
dan Thailand.”' Maksud dan tujuan dibentuknya ASEAN adalah:

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta
pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama
dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh
landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang
sejahtera dan damai;

Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan
menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara
negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa;

Untuk meningkatkan kerja sama yang aktif dan saling membantu
dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di
bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan
administrasi;

Untuk saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana
pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi,
teknik dan administrasi;

Untuk bekerja sama dengan lebih efektif guna peningkatan
pemanfaatan pertanian dan industri anggota, perluasan perdagangan
dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, perbaikan
sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi serta peningkatan taraf
hidup rakyat-rakyat negara anggota ASEAN;

91 Aida S Budiman, hal 1. Setelah Brunei Darussalam memisahkan dri dari Malaysia dan konflik
di Indo China reda, maka ASEAN kini telak beranggotakan 10 negara, yaitu ditambah Brunei
Darussalam (1984), Vietnam (1995), Myanmar dan Laos (1997) dan Kamboja (1999) .

52 Deklarasi Bangkok atau ASEAN Declaration.
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- Untuk memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara

- Untuk memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan
organisasi-organisasi internasional dan regional dengan tujuan serupa
yang ada dan untuk menjajagi segala kemungkinan unfuk saling

bekerja sama secara erat di antara mereka sendin.

Pada awalnya kerja sama regional ini bukan bersifat integratif tetapi
bersifat koperatif.g3 Negara-negara anggota ASEAN masih sepenuhnya
memiliki kedaulatan ke dalam maupun ke luar. Landasan utama kerja
sama ini adalah musyawarah, kepentingan bersama, saling membantu
dengan semangat ASEAN. Tetap: pada masa sekarang ini ada upaya
untuk memajukan kerja sama regional int dalam sifat integrative di
bidang ekonomi, seperti halnya Masyarakat Ekonomi Eropa. Bahkan di
tahun 1997 di Kuala Lumpur negara-negara anggota memformulasikan
ASEAN Vision 2020 dimana tujuan jangka panjang ASEAN adalah
“...as a concert of Southeast Asian nations, outward looking, living in
peace, stability and prosperity, bonded together in partnership in
dynamic development and in a communily of caring societies.”® Rencana
jangka panjang pembentukan komunitas ASEAN terdiri dari tiga pilar,
yaitu ASEAN Economic Community (AEC atan Masyarakat Ekonomi
ASEAN-MEA), ASEAN Security Communily (ASC) dan ASEAN Socio-
cultural Community (ASCC).

Terdapat empat kerangka kerja MEA yang dijadikan sebagai acuan
dalam perdagangan eksternal dan strategi pembangunan ekonomi di
negara ASEAN. Empat kerangka kerja tersebut adalah:*®

%2 Sekretarian Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri, ASEAN Sclayang Pandang, Hal2,
Malsud dari sifat koperatif ini adalah negara-negara anggota ASEAN masth sepenubnya memilikd

kedaulatan ke dalam maupun ke luar. Landasan utama kerja sama ini adalah musyawarah,
kepentingan bersama, saling membantu dengan semangat ASEAN.

* Rizal A. Djaafara & Aida S. Budiman, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Masyarakat
Ekonomi ASEAN 2015: Memperkuat Stnergi ASEAN di tengah Kompetisi Global, PT Elex Media

Komputindo, Kompas-Gramedia, Jakarta, Hal. 1-2.
% Ibid, Hal. 15.
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1} ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi intemnasional
dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja
terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.

2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi,
dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas
kekayaan intelektval, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-
commerce.

3) ASEAN sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang
emrata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan
prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CLMV yang termuat
dalam Initiative for ASEAN Integration.

4) ASEAN sebagai kawasan yang berintegrasi secara penuh dengan
perekonomian global dengan elemen pendekatan koheren dengan
ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam

jejaring produksi global.

2.2.2, Liberalisasi Jasa di ASEAN

Seperti halnya perdaganpan jasa dalam kerangka GATS-WTO,
perdagangan jasa di ASEAN juga berkembang setelah perdagangan
barang mengalami liberalisasi signifikan. Perdagangan barang di ASEAN
telah mencapai pelaksanaan tarif menjadi lima persen sampai dengan nol
persen unfuk hampir semua barang yang diperdagangkan dalam AFTA.%
Perdagangan jasa di ASEAN tercakup dalam ASEAN Framenwork
Agreement on Services (AFAS) pada tahun 1995.

Pentingnya perdagangan jasa dapat terlihat dalam sumbangannya
tethadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan perdagangan luar negeri
ASEAN. Bahkan di beberapa negara ASEAN sumbangan perdagangan
jasa dalam PDB lebih besar dibanding sektor pertanian dan industri (Lihat
di Tabel 2). Tiga negara yang mendominasi perdagangan internasional

% Sri Fitriani, Rita Morena, Dadan Gandara, Aliran Bebas Scktor Jasa, Masyarakat Ekonomi
ASEAN 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di tengah Kompetisi Global, PT Elex Media
Komputindo, Kompas-Gramedia, Jakarta, Hal. 123.
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jasa di ASEAN adalah Singapura, Malaysia dan Thailand.”’ Berkut ini
adalah Tabel Kontribusi Sektor Jasa Tethadap PDB ASEAN Tahun 2004:

Tabel 2. Kontribusi Sektor Jasa Terhadap PDB ASEAN Tahun 2004

Brunei Darussalam . , T I9,
Kamboja 32,8 30,7 36,5
Indonesia 15,0 445 4Q,5
Laos 50,2 24.6 25,1
Malaysia 7.9 42.4 49,7
Philipina 19,7 33,0 473
Singapura 0,1 32,6 67,3
Thailand 9,3 46,7 44,0
Vietnam 20,2 39,4 40,4

Sumber: ASEAN Statistical Yearbook 2006 dari MEA 2015.

Liberalisasi sektor jasa di ASEAN bertujuan menghilangkan
hambatan penyediaan jasa oleh pemasok ataupun pendirian perusahaan
jasa baru lintas negara di kawasan ASEAN. Liberalisasi tersebut
sebagaimana disebutkan di atas, dilakukan melalui mekanisme
perundingan AFAS. Dalam proses persetujuan komitmennya diterapkan
larangan untuk menarik kembali komitmen yang telah diberikan dan
penerapan pre-agreed flexibility oleh semua negara anggota. Selain itu
ASEAN juga melakukan perundingan mengenai pengakuan kualifikasi
professional dalam rangka memfasilitasi pergerakan tenaga kerja terampil
di kawasan ASEAN.*

Tahapan liberalisasi sektor jasa diawali dengan pembukaan akses
pasar melalui pelonggaran ketentuan kepemilikan saham. Hal ini

%7 Ibid, Hal 124.
% Ibid, Hal 125
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dilakukan dengan memperbolehkan kepemilikan saham asing pada empat
sektor prioritas sampai dengan 51% pada 2008, kemudian ditingkatkan
sampat dengan 70% pada 2010. Untuk sektor jasa lainnya, kepemilikan
asing diperbolehkan sampai dengan 49% pada 2009, kemudian
ditingkatkan menjadi 51% pada 2011 dan pada 2015 diperbolehkan
sampat dengan 70%. Untuk cross border supply (Mode 1) dan
consumption abroad (Mode 2) dilakukan liberalisasi secara progresif
dengan penghapusan hambatan yang terkait dengan kepentingan dan
keamanan nasional (bonafide regulatory reasons).””

Prinsip-prinsip AFAS dalam perdagangan jasa di kawasan ASEAN
sama dengan prinsip-prinsip perdagangan jasa yang diterapkan dalam
GATS-WTO, yaitu:'®
1} Prinsip Most Favoured Nation (MFN), yaitu kemudahan yang

diberikan kepada suatu negara berlaku juga untuk suatu negara lain.

2) Prinsip Non-diskriminatif, yaitu pemberlakuan hambatan perdagangan
diterapkan untuk semua negara.

3) Prinsip Transparansi, yaitu setiap negara anggota wajib
mempublikasikan semua peraturan, perundang-undangan, pedoman
pelaksanaan dan semua keputusan serta ketentuan yang berlaku secara
umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

4) Prnsip Liberalisasi secara Bertahap, yaitu proses liberalisasi
dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan

ekonomi setiap negara anggota.

Untuk tujuan dan pelaksanaan AFAS maka ASEAN membuat
mekanisme liberalisasi perdagangan jasa AFAS yang dilakukan melaiui
rangkaian negosiasi di bawah Coordinating Committee on Services
(CCS). Badan ini bertanggung jawab kepada ASEAN Economic Meeting
(AEM)} melalui Senior Economic Officials Meeting (SEOM). CCS

¥ Ibid, Hal 126.
12 1bid, Hal. 129.
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mengkoordinasikan enam kelompok kerja yang terdiri dari bisnis,
konstruksi, kesehatan, transportasi laut, pariwisata, serta telekomunikasi
dan teknologi informasi. Untuk sektor jasa lainnya, sejak 1999 proses
perundingan dikoordinasikan secara terpisah di bawah masing-masing
kementerian yang menangani sektor tersebut.

Perundingan liberalisasi jasa di ASEAN dilakukan dalam putaran
perundingan dengan kurun waktu sekitar tiga tahun. Putaran pertama
dilakukan pada 1996-1998, dengan mengadopsi pendekatan permintaan
dan penawaran (request and offer approach). Pendekatan ini dimulai
dengan pertukaran informasi antar anggota ASEAN tentang komitmen
yang telah dibuat dalam GATS dan rezim perdagangan jasa yang
diberlakukan di negara masing-masing.

Putaran kedua dilakukan pada 1999-2001 dengan mengadopsi
common subsector approach, yakni pendekatan yang didasarkan pada
komitmen yang telah disetujui oleh minimal empat negara ASEAN, baik
dalam GATS maupun dalam AFAS. Jika suatu subsektor jasa telah
memiliki komitrnen lebih dari empat negara, maka subsektor jasa tersebut
harus terbuka di seluruh anggota dengan memberlakukan prinsip Most
Favoured Nation (MFN).

Putaran ketiga dilakukan pada tahun 2002-2004 dengan pendekatan
modified common subsector approach. Pada dasamya pendekatan ini
sama dengan common subsector approach tetapi negara yang
berkomitmen dikurangi dari empat negara menjadi tiga negara. Pada
putaran kali ini, ASEAN juga mulai menggunakan formula ASEAN
minus negara X. Putaran keempat dimulai pada tahun 2005 dan telah
dicapat kesepakatan dengan ditandatangani “Protocol fo Implement the
Fourth Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN
Framework Agreement on Services.”

Seperti halnya di WTO dalam GATS, komitmen liberalisasi
perdagangan jasa dilakukan dalam empat derajat liberalisasi yang
berbeda-beda, yaitu:
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1) None, attinya terbuka penuh atau tidak ada hambatan dan pembatasan
pada sektor jasa tersebut.

2) Bound with limitations, artinya liberalisasi dengan pembatasan-
pembatasan terientu yang disebutkan dalam komitmen, di masa yang
akan datang pembatasan ini dapat dibuka lebih lanjut.

3} Unbound, artinya tidak ada komitmen, dikarenakan adanya aturan-
aturan yang tidak sejalan dengan akses pasar atau perlakuan nasional.

4) No commitment, tidak ada komitmen karena memang secara teknis
tidak dimungkinkan.

Selain 4 tingkat komitmen di atas, AFAS juga mengadopsi defimisi sektor

dan subsektor dalam GATS dan Central Product Classification (CPC).

Liberalisasi Jasa Konstruksi Mode 4 di ASEAN
Bidang tenaga kerja dalam kega sama ASEAN pada tahun 1978
merupakan bagian dari Committee on Social Development (COSD).

Pembentukan COSD dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya

kegiatan-kegiatan kerja sama ASEAN di bidang sosial.'™ Untuk

mencapat tujuan kerja sama ini, maka ditetapkan Kerangka Acuan (Terms
of Reference) COSD sebagai berikut:'”

1) Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan, program dan strategi
kerja sama regional di bidang pembangunan sosial;

2) Memonitor pelaksanaan kegiatan Komite yang telah disepakati dan
memonitor kegiatan badan-badan regional/internasional lainnya dalam
pembangunan sosial.

3) Mempelajari dan merekomendasikan upaya-upaya untuk memperbaiki
pelaksanaan program kerja sama di bidang-bidang yang relevan di
bawah tanggung jawab Komite.

4) Menjajagt kemungkinan untuk membina kerja sama eksternal dan
usaha untuk memperoleh bantuan dari luar negeri bagi pelaksanaan

1! Sekretariat Nasional ASEAN, Departemen Luar Negeri, Op. Cit. Hal 78.

Y2 pid,
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proyek-proyek Komite serta mengajukan uvsul-usul yang tepat
berkaitan dengan hal-hal tersebut.

Sebelum tahun 1987, kerja sama ASEAN di bidang tenaga kerja
dilaksanakan dalam kerangka “ASEAN Labour Ministers Meeting”
ALMM yang diadakan dua tahun sekali, bertempat di negara-negara
anggota ASEAN secara bergiliran menurut abjad. Lembaga 1m
bertanggung jawab atas masalah-masalah yang menyangkut kebijakan
kerja sama ketenagakerjaan, sedangkan pelaksanaan program kerja sama
tenaga kerja secara teknis dilakukan oleh “ASEAN Technical Working
Group™.'®

Pada Pertemuan Informal para Menteri Tenaga Kerja di Jenewa
tahun 1987, telah disetujui pembentukan ASEAN Sub-Commitiee on
Labour Affair {(ASCLA) sebagai suatu subkomite dari Komite
Pembangunan Sosial untuk menangani masatah kerja sama di bidang
tenaga kerja, menggantkan ASEAN Techinical Working Group.
Keputusan ini kemudian di